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BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NoMCIR 4O tanuw 2013

. TENTANG

FERUBAHANATASPERATURANBUPATIGUNUNGMAS
ISCIMOR 23 TAHUN 2OO9 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
I(EBUPATEN GUNUNG MAS

DENGAIT RAHIVIAT TUHAN YANG MATIA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNG MAS,

: a. bahwa datam rangka percepatan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu
penyempurraatl pengaturan pengadaan barang/jasa
Pemerintah dan sebagai peiaksanaan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentarrg Pengadaan
Barang/Ja.sa Pr:mei:intath, maka Peraturan Bupati
Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2OO9 tentang Sistem
dan ProseCur Pengclolaan Keuangan Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Crrnr:ng Mas Tahun 2OO9 Nomor 159t
perlu disesuaikan;

b. balrwa berdasarkan pertimbangan dimaksuC huruf a
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Penr.bahan Atas Peraturan Bupati Gunung
Mas Nomor 23 Tahurr 2009 tentang Sistem dan
Prosedur 'Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Gunung lvlas.

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tatrun lggg tentang
Penyelenggaraar Negara -yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nega;a
Republik Indonesia Tahun rggg l.romor 7s, Tamb^ha.,
Lernbaran Negara Nomor 3gSi);

2" Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupate[
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kahupaten Murung Raya dan
Kabtlpaten Barito T'imur di provinsi Kalimantan
Tengah;



3.

4.

Urrdang-undang Nomor
Keuangan Negara;
Undang-trndang Nomor
Perbendaharaan Negara;

77 Tahun 2003 tentang

1 Tahun 2OO4 tentang

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentangPemerintrhT. Daerah (Lembaran Negara RepubHfIndonesia Tahun 2oo4 Nomor DE, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor g
Tahun 200s tentang penetapan perJtura, pemerintah
Pengganti undang-undang Nomor 3 Tarrun 2005
tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun
2ao+ tentarrg pemerintahan Daerah Menjadi undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu-n2oos Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republil< Indonesia Nomor 4s4g) sebagaimana diubahdenga, undairg-undang Nomor 12 tahun 200gtentang Perubahan Keclua atas Undang-urrdang
Nonror 32 tahun 2oo4 tentang pemeritahan DLerah;6. Undang'undang Nomcr ls rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan ^\egara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);7. undang-undang Nomor 3J Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pen:Lerintah pusat dan
Pemerintahan 

_ 
Daerah (Lembaran Negara Repubrik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4+3g);8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tamoaha,
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a5O3);9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teniangDara Perimbangan (Lenrbaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor tif , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSZS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 teniang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran wegara
Repubiik 'lirdonesia Tahun 20OS Nomor t3g,
Tambaha, Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor a576);

11. Peraturan Pernerinta-h Nomor Sg
Pengeiolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Tahun 2005 tentang
(l,embaran Negara

2005 llomor t4C,
RepubliL lndonesia

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuu 2oo5 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara f Dae.rah (Lembaran
Negara P.epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahar Lembaran Negara Nomor 4609);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAs TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS NOIIIOR 23 TAHUN 2OO9 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

13. Peraturan Pernerintah Nomor B Tahu n 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Iarnbahan Lembaran Negara Nomor a6I!;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 rihun 2ooz tentang
Pembagran urusan pemerintahan Antara pemerintahl
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan
Daerah Kabupaten,/Kota (Lembaran Negara Repubrik
indonesia Tahun 20OZ Nomor 82);

15. Peraturan Pernerrntah Nomor 39 Tahun 2oo,/ tentang
Pengelolaan_ uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor 4T3g);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ooiz tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja Instansi
Peroerintah Daerah;

17. Feraturan Presiden Republik Indonesia Nomor To
Tahun 2oi2 tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2oio tentang pengadaan
Barang/ Jasa Pcmerin tah;

18. Pera.turan Menteri Dalam Negeri }Iomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturarl Menteri Dalam Negeri Nomor sg Tahun
2oor tentang Perubahan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan x4enteri Daiam Negeri Nomor 2 L Tahun
20ll tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2OOg tentang pengelolaan Keuanga;r Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung trrtas Nomor 23
Tahun 2Ol2 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
Anggaran 2013;

23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ig rahun 2ol2
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran
2013;

24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2oog
tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

KEUANGAN DAE}RAH PADA
I{ABUPATEN GUNUNG MAS.

i;:
i: PEMERINTAH



pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Gu,ung Mas Nom or 23Tahrrn 2oog tentang, sistem dan prosedur pcngelolaan KeuanganDaerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung uas (Berita t)aerah
Kabupaten Gun,ng Mas Tahun 2oog Nornor- 1s9) ciiubah sebagaiberikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua pedoman Umum pengelolaa-n Keuangan
Daerah Pasal_ 2 ayat (r9, zo, 27, 2s, 26, 25 huruf f1 aiunal,
sehingga keseluruhan Bagian I{edua pedoman Umum pengelotaan
Keuangan Daerah Pasal .2 ayat (lg, 20, 2r, 2s, 26, 26 f,uruf f1
berbunyi sebagai berikut :

BagLan Kedua
Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

1. Tahun Anggaran berlaku dari tanggal 1 Januari
31 Desember.

2. seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada t*run
anggaran yang berkenaan dalam rangka pelaksalaan urusan
pemerintahan daerah dranggarkan cian dikelola dalam APBD.3. setiap SKPD )rang memlrunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan
pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan dalam p eratu ran peru ndang_ u ndangan.

4. Penerimaan sKpD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor l<e
rekening kas umum daerah paling lama i (satu) hari kerja.

6. Penerimaan daerah disetor ke Rekening Kas Umum baerah
q_ada bank pemerintah yang d;.tunjuk dan dianggap sat setelah
Kuasa BUD menerima Nota Kredit.

7. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
- batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
8. Pengeluaran tidak dapat rjibebankan pada anggaran belanjajika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup tersedia atau

tidak cukup terseclia dalarn APBD.
9. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada point g dapat

dilakukan jika dalam keadaarr darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atiu
disampaikan dalam laporan realisasi arrggaran.

10. Kriteria keadaan darurat sebaga:mana dirrraksud pada point 9
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-, .rd".rg".r.

11.Setiap SKPD dilarang nrelakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APtsD.

12.Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemaL, tidak
mewah, efektir; efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang'undangan.

sampai dengan

l,:
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13.DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anSgaran

oleh i(epala SfpO selaku penggurla angga-ran / pengSluna

barans.
14.Pengeti,*r., Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD

atau rloktrmen lain yang C,ipersamakan dengan SPD'

ls.Pada Awal Tahun Anggaran atas dasar DPA-SKPD dan sPD,
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

menla-jukan Surat Permirrtaan Pembayaran Uang Persediaan

lSee-un1 sebesar seperduabelas (l I 12) dari anggafan setelah
dikurangi dengan rencana pembayaran lal gsung'

16. Untuk pinggantian ua:lg persediaan yang telah dibelanjakan
dapat ai4iui.at surat Permintaan Pembayararr Ganti Uang
peisediaal (SPP-GU) apabila penggunaan uang persediaan
telah mencapai paling sedikit 60% dan paling tinggi sebesar
junrlah uang persediaan yang telah dipertanggungiawabkan.

lT.Bendahara pellgeluaratt berdasarkan SPD dapat mengajukan
SPP-TU untuk menar:rbalr. uaxg persediaan yang akan
digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan besaran nilai rupiah tambahan uallg
berdasarkan persetuj uan PPKD.

lS.Tambahan uang persediaan sebagaimana tei:sebut diatas harus
habis digunakan dan dipertanggungiawabkan pada periocle
yang sama dengan permintaan tambahan uang. Jika
tambahan uang persediaan tersebut tidak habis digunakan
rnaka sisa uang harus disetor kembali ke Kas Daerah.

19. Untuk Belanja Barang dan Jasa sampai dengan
Rp. 10.000.000,- cukup melampirkan bukti pembelian.

2O.Untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang nilainya sampai
dengan Rp.50.000.000,- dengan melampirkan Kwitansi dan
Faktur Pembelian.

2 1. Untuk Pengadaan Barangl Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainrrya
sampai dengan Rp.200.000.000,- dan untuk jasa konstnrksi
ciengan nilai sampai Rp.50.0)0.000,- menggurrakan SPli
diqiukan SPP-LS. Serta untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya nilai diatas Rp.200.000.000,- dan
untuk jasa konsuitasi dengan nilai dialas Rp.50.000.000,-
menggunakan Surat Perjanjian, diajukan SPP-LS.

Z2.Untuk pengajuan SPP-LS dan SPM-LS Pihak Ketiga, seluruh
persyaratar hartrs asli dan sudah diotorisasi oleh Bagian PAP
dengan pemberian nomor.'Kontrak / Perjanjian ditandatangani
oleh Pejabat Teknis Pengelola Keuangan (PPTK) di keta"hui oleh
Kuasa pengguna Anggaran (Kepala Bidang I Kepala Tata
Usaha SKPD) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala
SKPD).

23. Kuasa pengguna Anggaran (Kepala Bidang SKPD) memar af
seluruh lo,vitansi dan bukti pembayaran yang berkaitan
dengan kegiatan di bidangnya pada sudut kanan atas yang
ditandatangani oleh pengguna Anggaran (Kepala SKPD).

24. Khusus untuk I(antor, Kepala Kantor langsung sebagai
Pengguna Anggaran, Kwitansi dan bukti pembayaran yang
berkaitan dengan kegiatan yang ada di Sub Bagian Tata Usaha
hanya ditandatangani oleh Bendahara dan Pengguna
Anggaran.

I , ,,tn,
,ir " 'ltil ,, 

.r



25.Setiap pemlrngutan pr4ia-k (ppN, pph pasal 21, pph pasal 22
dan PPh Prqol 23) yang disetorkan ke Kas Negara agar surat
p_etoran PEak (ssp) disampaikan ke Bendahara llmum Daerah
{BUD) di Dinas pengeloraan Keuangan dan Aset (DpKA) sebagailampiran Surat pertanggungiawaban Uang persediaan
sebeiumnya.

26. Untuk pelaksanaan ApBD, Bupati merretapkan:
3. Pejabat yang diberi wewenang menanditangani SpD
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SpM
c. Pejabat yaxg diberi wewenang mengesahkan SRI
d. Pejahat yang diberi wewenang *..,arrdatangani sp2D
e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
f. Bencahara pengeluaran yang mengeiola beranja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuln .o.Ll,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, t,elanja tidak
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada DPKA

g. Bendahara penerimaan pembarrtu dan 
-bendahara

pengehraran pembantu
h. SIGD.

27 . Atas dasar pendelegasian Bupati, Kepala sKpD menetapkan:
a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPD.
b. PPTK yang diberi wewe,ang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dai'i suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

c. Pejabat yang diberi wewerlang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah.

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
penerirnaal ka.s dan bukti pener imaan lainnya yang sah.

e. Perabantrr berroahal"a penerimaan dan/atau pembitu
bendahara pengeluara-n.

28 .Penyusunan APBD, penatausahaan APBD dan pelaporan
keuangan Pemerintal Daeral, menggunakan aplikasi t omputer
SIMDA.

2. Ketentuan Pasai 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal
13 ayat (21berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan barltuan
keuangan dilaksanakan atas pcrsetujuan Bupati.

(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan /ataujasa yang diterimanya dan wajib *eny-impaikln laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati m-eia_tui
kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DpKA).

i .i'1



3. Ketentuan Pasa] 25 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasa]
25 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25
(1) Persyaratan SPP sebagai berikut:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
- Surat pengantar SPP-UP
- Ringkasan SPP-UP
- Rincian SPP-UP
- Lembaran penelitian kelengkapan dokumen Spp-Up
- Salinan SPD
- Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan Sp2D
kepada kuasa tlUD

- Lampiran lain yang diperlukan

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
- Surat pengantar SPP-GU
- Ringkasan SPP-GU
- Rincian Penggunaan SPZD UP/GU yang lalu
- Lembaran penelitian kelengkapan dokumen Spp-Up
- Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran atas penggunaan dana Spp-
UP/GU/TU sebelumnya

- Salinan SPD
- Surat pern3,ataan yang ditandatangani oleh perrgguno

anggaran/kuasa pengguna anggar€m yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergrinakan untuk
keperluan selain ganti uang persediaan saat pengqjrran
SP2D kepada kuasa BUD

- Lampiran lain yang diperlukau

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
- Surat pengantar SPP-TU
- Ringkasan SPP-TU
- Rincian SPP-TU
- Lembaran penelitian kelengkapan dokumen Spp-TU
- Salinan SPD

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain tambahan uang persediaa:r saat
pengqiuan SP2D kepada kuasa BUD;

- Sura,t keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan;

- Lampiran lain ydng diperluk-an.

d. SPP Langsung {SPP-LS) untuk Pembayaran gaji dan
tunjangan.
- Surat'peilganhr SPP-LS
- Lembararr,penefitian kelengkaparr dokumen Spp-LS Gaji
- Ringkasan SPP-LS

!-
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- Rincian SPP-LS
- Rekapitulasi Daftar Gaji
- Rekapitulasi Spp
- SPM-LS
- Lampiran SPP-LS yartu :* Pembayaran gaji induk

" Pembayaran gaji susulan
* Pernbayaran kekurangan gaji
* Pembayaran gdi terusan* Pembayaran uang duka wafat/tewas yang clilengkapi

dengan daftar g4ii indulc/gaji susuian/kekurigan
gdi / uang duka wafat/ tewas.* SK CPNS

* SK PNS
" SK kenaikan pangkat
* SKjabatan
* Kenaikan gaji berkaia
* Surat pernyataan pelar:tikan
* Surat pernyataan masih menduduki jabatan
* Surat pernyataan melaksanakan tugas* Daftar keluarga (Kp4)
* Fotokopi surat nikah
* Fotokopi akte kelahiran

' * Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKpp)
sqii* Daftar potongan sewa rumah dinas* Surat keterangan masih sekolah kuliah* Surat pindah
* Surat kematian
* SSP PPh Pasal 21

SPP Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa'"
- Surat pengantar SPP-LS
- Ringkasan SPP-LS
- Rincian SPP-LS
- Lembaran penelitian kelengkapan dokumen Spp-LS
- Salinan SPD
- Lampiran SPP-LS yaitu :* salinan surat rekomendasi dari sKpD teknis terkait;* SSP disertai faktur pEak (ppN dan pph) yang teiah

ditandatangani wajib pqiak dan wajib pungui;t Surat perjanjian kedasama/kontrak antara pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga
serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga* Berita acara penyelesaian pekerjaan;

* Berita acara serah terima barang dal jasa;
* Berita acara pembayaral;* Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani
pihak ketiga dan PprK sertai disetujui oreh pengguna
anggar€m/ kuasa pengguna anggaran;- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan. 01eh bank atau lembaga keuangan non
bank;

, i ,!



* D.kumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau selur.uhnya
bersumber da::i penerusa, pinjaman/hibah luar negerif

" Be_rita acara pemeriksaan barang yang ditandatinganioleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia
pemeriksaan bara,g berikut iampiran daftar barang yang
diperiksa;

't Surat angkutan atau
barang dilaksanal<an di* Surat pemberitahuan
pekerjaan dari ppTK
keterlambatan;

konosemen apabila pengadaan
luar wilayah kerja;
potongan denda keterlambatan
apabila pekerjaan mengalami

* r,-oto/buku/dokumentasi tingkat
kemajuan / penyele sa:an pekeq' aan ;* Potongan jamsostek (potongan sesuai clengan ketentuan

yang berlaku/ surat pemberitahuan jamsoslek) ; dan* Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil -loitting ..t.),
berita acara prcstasi kemajuan pekerjaan olampiri
dengan bukti keha"diran dari tenaga kohsultan sesuaipentahapan waktu pekery'aan dan bukti
penyev/aan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian daiam surat
penawa.ran.

(2) Permintaan . pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial,- belanja bagi hasil, banluan keuangan, dan
pembiayaan olch bendahara pengeluaran khusus Bituan di
DPKA dilakr:kan dengan menerbitkan Spp-Up dan Spp-LS yang
di{ukan kepada ppKD melalui ppK-DpKA.

(3) Ringkasan - 
prosedur perrnintaan dan pembayaran belanja

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 
- 
belanja bagi hasl,

bantuan keuangan dan pembiayaan seperti vang dlmaksudpada ayat {2} diatas tercantum dalam tampirari peraturan
Bupati ini.

4. Ketentuan Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah pacla
DPPKA Pasal 3! ayat (L,2,3, 3 huruf d., 4, a huruf a, 5, 5 huiuf e,6, 8, 9) diubah,, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga Akuntansi
Keuangan Daerah pada DppKA pasal 34 ({,2,3, 3-iruruf d., 4, 4
huruf a, 5, 5 huruf e, 6, 8, 9) berbunyi sebagai berikut I

Baglan Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah pada DPI{A

Pasal 34

(1) sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi di DPKA.

(2) Prosedur akuntansi penerimaan kas yang dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi di DPKA adalah sebagai berikut :
a. Bukti transaksi )'ang digunakan adalah :

- Bukti transferr,:j
- Nota kredit,banlf
- Surat perintah pemindahbukuan

i. ,rn*
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b. Bukti transal<si rlilengkapi dengan:
- ,_Surat tanda setoran (STS)
- Surai ketctapaa pajak claerah (SKp_Daerah)
- Surat ketetapan ieiribusi daerah (SKR-Daerah)

Laporan penerimaan kas clari bendahara penerimaan
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

c. Buku yang digunakan untuk rnencatat transaksi
penerinraan kas adalah :

- Buku jurnal penerimaan kas
- Buku besar-
- Buku besar pembantu

d. Berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas, fungsi
akuntalsi melakukan pencatatan ke dalam buku iurriatpenerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekenin!
lawan asal penerimaan kas berkenaan.

e. Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaal kasdiposting l<e dalam buku besar rekening penerimaan
berkenaan.

f. Setiap akhir periode semua
sebagai dasar penyusunan
Daerah.

buku besar penerimaan ditutup
laporan keuangan pemerir^tah

(3) Prosedur akuntansi pengcruaran kas yang dilaksanalcan oleh
fungsi al<untansi di DPKA adalah seuajai b"erikut :
a. Bukti transaksi yang digunakan adatah :

- Surat Perintah pencairan Dana (Sp2D)
- Nota debet bank

b. Bukti transaksi dilengkapi dengan :
- Surat Penyediaan Dana (SpD)
- Surat Perintah Membayar (SpM)
- Laporan pengeluaran kas dari Bendahara pengeluaran
- Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima bar.rrg / iasac. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi
pengeluaran kas adalah:

- Buku jurnal pengeluaran kas
- Buku besar.
- Buku besar pembantu

d. Berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas, fungsi
akuntansi di DPKA melakukan pencitatan ke dalam buf,ujurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian
rekening lawan asal pertgeluaran kas berkenaan

e. secara periodik jurnat atas transaksi pengeluaran kas
diposting ke dalam bukur besar rekening- pengelua,:an
berkenaan

f. setiap akhir periode sernua buku besar pengeluaran ditutup
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
Daerah

(4) Prosedur akuntansi aset yaxg dilaksanakan oleh fungsi
aliuntansi di DPKA adalah sebagai berikut :

a. Prosedrr'.ak'untansi aset paaa fungsi akuntansi di DPKA
meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas
perolehan, pemeliharaan, ehabilitasi, perubahan klasifikasi
{an penyustrfdn terhadap aset tetap yang dikuasai /digunakan SKPDdan /atau DPKA
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b. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :
- Berita acara penerimaan barang
- Surat keputusan penghapusan -barang
- Surat keputusan mutasi barang (arrtai SKPD)
- Berita aca-ra pemusnahan barang
- Berita acara serah terima barang
- Berita acara penilaian barang
- Berita penyelesaiarr pekedaan

c, Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi aset
adalah :

- Buku jurnal umum
- Buku besar
- Buku besar pembantu

d. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi' mengenai jenis f namaaset tetap, kode rekening, klasifikasi
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transakJi dan/atau
kejadian

e. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi melakukan
pencatatan kedalam buku junral umum

f. secara periodik jurnal atas transaksi dar, / atau kejadian
asct tetap diposting ke dalam buku besar rekenin[ aset
tetap berkenaan

g. setiap al<hir periode semua buku besar aset tetap ditutup
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

(5) Frosedur akuntansi seraiir kas yang dilaksanakan oleh fu,rgsi
akuntansi di DPKA meliputi serangkaian proses mulai daripencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
]<euangan )'ang berkaitan denga-n sernua transaksi atau
kejadian selain kas
a. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :- Koreksi kesalahan pembukuan

- Penyesuaiar-r terhadap akun tertentu dalam rangka
menyusun Laporan keuangan pada akhir tahun- Reklasifikasi beianja modal menjadi aset tetap- Reklasifikasi akibat koreksi -vang ditemukan dikemt,dian
hari

b. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
selain kas berupa bukti.memorial dilampiri dengan :- Berita acara penerimaan barang
- lurat keputusan penghapusan barang
- Surat keputusan mutasi barang
- Berira acara pemusnaha:r barang
- Berita acara serah terima barang
- Berita acara penilaian
- Berita acara penyelesaian pekeq'aan

c. Buku yang digunakan uirtuk mencatat transaksi selain kas
adalah: i.

- Buku jurnal umum
- Buku besar
- Buku,besl Fembantu
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5.

d. Bukti memoria-l sekurang-kurangnya memuat inforrnasimengenai tanggal transaksi cian/atau kejadian, koderekening, uraia, transal<si clan/atau kcja.lian aan l.umiarrrupiah.
e. Berdasarkan bukti memoria-I, fungsi akunta:rsi rli DPKA

melakukan pencatatar, kedalam butu jurnal umumf. secara periodik jurnal atas transakii dan/atau kejadian
selain kas diposting ke dalam buku besar rekenin! aset
tetap berkenaan

g. setiap akhir periocie semLia buku besar aset tetap ditutup
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

(6) Kepala DPK+. menyusun cran rneraporkan raporan a-rus kas
secara periodik kepada Bupati

(7) Format laporan arus kas sebagaimana yang dirnaksud pada
.-. ayat (6) tercantum dalam larnpiran peraturan Bupati ini.
(8) Fo.nat buku-buku yang digunakan da-la.m pencatatan

akuntansi di fungsi akuntansi di DPKA tercantum da_lam
lampiran Pei-aturan Bupati ini.

(9) Prosedur akuntansi dan pelaprran fungsi akuntansi di DPKA
tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

i(etentuan Bagian Kedua pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD
di DPPKA Pasal 36 ayat (l dan 2) dTubah, sehingga keseluruhan
Bagian Kedua pertanggungiawabal pelaksanaan Apep di DppKA
Pasal 36 ayat (1 dan 2) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pertanggungiawaban pelaksanaar APBD di DP?IA

Pasal 36

(1)Fungsi akuntansi ci DPKA menyusun laporan realisasi
semester pertama APBD ciisertai dengan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh
laporan realisasi semestei pertama ,.rggrri., pendapatan oan
belarg'a SKPD

(2)Berdasarkan 
_ 

laporan-laporan keuangan sKpD, fungsi
akuntansi di DPKA menyusun lapo.an teuargan pemerintah
daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uera*riinya tahun
anggaran berkenaan

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:
a. Laporan rea_lisasi anggaran
b. Neraca
c. Laporan arus kas
d. Catatan atas laporan keuangarr

(4)Format laporan keuangatr sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum da1am lampiran peraturan Bupati ini.

I ' ,n,ro I
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai bertraku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetal.uinya, memerintahkan pengundangen
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam nerita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kua-la Kurun
pada tanggal 2 Januari 2Cl3

G MAS,

t

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2Ol3

EKRETARIS DAERAH
GUNUNG

KABLIPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 20136rOUOn L7l
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